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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Bank Syariah 
Pengertian Bank menurut pasal 1 UU nomor 7 Tahun 1992 tentang 
perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 
1998 adalah  
“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 
masyarakat banyak”. 
 
Bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan depositeri. Sebagai 
lembaga keuangan depositori, bank memiliki izin untuk menghimpun dana secara 
langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu berupa giro, tabungan, 
dan deposito. Dana yang diperoleh kemudian dapat dialokasikan kedalam aktiva 
dalam bentuk pemberian pinjaman dan investasi. Kekhususan kegiatan yang 
dilakukan oleh bank inilah yang membedakan bank dengan lembaga keuangan 
lain. Di samping kekhususan dalam menghimpun dana masyarakat atau dana 
pihak ketiga tersebut, bank diperolehkan untuk menjalankan usaha yang sama 
dengan usaha lembaga keuangan (Idroes: 2008: 15). 
Bank sendiri terbagi atas 2 yaitu bank konvensional dan bank syariah. 
Menurut Ali (2013:1) bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang 
berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang 
kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum 
islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut Islamic Banking atau Interest fee 
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banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak 
menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau 
ketidakjelasan (gharar) . 
Sedangkan menurut UU Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7 mengatakan 
bahwa: 
“Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas BUS dan 
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)” 
 
Bank Syariah lahir dengan konsep filosofi yang berbeda jika dibandingkan 
dengan bank konvensional. Di sini, bank konvensional menerapkan bunga 
menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan bisnisnya, sedangkan bank syariah 
melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan. Jumhur ulama 
menyatakan bahwa bunga bank hukumnya sama dengan riba, yakni haram, sesuai 
dengan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surah Al-baqarah ayat 276-278, 
yang berbunyi : 
             
                  
              
       
 
Artinya: 276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah
[177]
. dan 
Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 
berbuat dosa
[178]
. 277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, 
mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka 
mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.278. Hai orang-orang yang 
beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.  
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2.2 Risiko Perbankan Syariah 
Bank, sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak 
aktivitas, miliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan 
(income/return). Dalam menjalankan aktivitas, untuk memperoleh pendapatan 
perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Pada dasarnya risiko melekat (inherent) 
pada seluruh aktivitas bank. Seluruh aktivitas bank, produk, dan layanan bank 
terkait dengan uang. Sifat dasar uang adalah anonim, siapapun bisa memilikinya, 
siapapun ingin memilikinya, dan sangat mudah berpindah tangan bahkan hilang. 
Oleh karena itu, seluruh aktivitas bank mulai dari penyerapan dana hingga 
penyaluran dana sangat rentan terhadap hilangnya uang. (Idroes: 2008: 21) 
Menurut PBI No.13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi 
BUS dan UUS.  
“Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. 
Sementara itu risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai 
konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu 
bisa berbentuk finansial atau non finansial” 
 
Sedangkan menurut Wahyudi, dkk (2013:4), risiko bisa didefinisikan 
sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang 
berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif 
lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan. 
Dari uraian tersebut, kita dapat mendefinisikan bahwa bank syariah adalah 
lembaga bisnis yang tidak saja menghasilkan laba untuk dibagihasilkan kepada 
nasabahnya, tetapi juga bisa mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa 
tertentu (Rustam: 2013: 30). 
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Adapun risiko yang dihadapi dalam perbankan syariah adalah risiko dalam 
bentuk pembiayaan bermasalah. 
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 9/24/Dpbs tanggal 30 Oktober 
2007, kriteria kesehatan Non Performing Financing ( NPF) atau pembiayaan 
bermasalah adalah sebagai berikut: 
Tabel 2.1 
Kriteria Kesehatan Non Performing Financing(NPF) 
No Nilai NPF Predikat 
1 NPF < 2% Sehat 
2 2% ≤ NPF < 5% Sehat 
3 5% ≤ NPF < 8% Cukup Sehat 
4 8% ≤ NPF < 12% Kurang Sehat 
5 NPF ≥ 12% Tidak Sehat 
Sumber : SE BI No 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007. 
 
2.3 Jenis-Jenis Risiko Perbankan 
Menurut Idroes (2008:21) banyak teori yang tersedia untuk mendefinisikan 
jenis-jenis risiko dalam menjalankan bisnis perbankan. Pada dasarnya jenis-jenis 
risiko yang dihadapi dapat dibagi atas dua kelompok besar, yaitu risiko finansial 
dan risiko nonfinansial. Risiko finansial terkait dengan kerugian langsung berupa 
hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi. Pada sisi lain, risiko 
nonfinansial terkait kepada kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara jelas 
jumlah uang yang hilang. Dampak finansial dari risiko nonfinansial tidak 
langsung dapat dirasakan . Kasus seperti kehilangan nasabah dan kehilangan 
bisnis akibat risiko yang terjadi tidak langsung membuat bank menjadi rugi. 
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Namun pada gilirannya, risiko nonfinansial berpotensi untuk menimbulkan 
kerugian finansial. 
Untuk menjaga konsistensi dan kontinuitas pembahasan, maka jenis-jenis 
risiko yang dibahas mengacu pada jenis-jenis risiko yang diharuskan untuk 
dikelola industri perbankan menurut komite basel II. Jenis-jenis risiko yang 
dimaksud adalah : 
a. Risiko Kredit 
Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan 
peminjam (Counterparty) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban 
untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh 
tempo atau sesudahnya. 
b. Risiko Pasar 
Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta 
pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca (on-and off-balance sheet) yang 
timbul dari pergerakan harga pasar (market prices). 
c. Risiko Operasional  
Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian atau 
ketidakcukupan dari proses internal, sumber daya manusia, dan sistem yang gagal 
atau dari peristiwa eksternal. 
d. Risiko Konsentrasi Kredit. 
Risiko konsentrasi kredit adalah ketika penempatan aktiva produktif bank 
terkonsentrasi pada satu sektor atau kelompok tersebut, maka aktiva produktif 
yang ditempatkan berada dalam bahaya. 
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e. Risiko Suku Bunga pada Bunga Buku Bank 
Risiko suku bunga pada buku bank merupakan risiko kerugian yang 
disebabkan oleh perubahan dari suku bunga pada struktur yang mendasari yaitu 
pinjaman dan simpanan. 
f. Risiko Bisnis 
Risiko bisnis (business risk) adalah risiko yang terkait dengan posisi 
persaingan bank dan prospek dari keberhasilan bank dalam perubahan pasar. 
Risiko bisnis lebih berhubungan dengan keputusan bisnis yang diambil oleh 
dewan direksi bank dan kaitannya dengan implikasi risiko yang mungkin timbul 
atas keputusan bisnis tersebut. Dari sisi waktu, risiko bisnis bersifat jangka 
pendek hingga menengah. 
g. Risiko Stratejik 
Risiko stratejik (strategic risk) adalah risiko yang terkait dengan keputusan 
bisnis jangka panjang yang dibuat oleh senior manajemen bank. Risiko ini dapat 
juga dikaitkan dengan implementasi dari strategi-strategi mereka. 
h. Risiko Reputasional 
Risiko reputasional adalah (reputational risk) adalah risiko kerusakan 
potensial pada suatu perusahaan yang dihasilkan dari opini publik yang negatif. 
 
2.4 Dampak Risiko Perbankan Syariah 
Menurut Idroes (2008: 23) dampak terjadinya risiko kerugian keuangan 
langsung, kerugian akibat risiko (risk loss) pada suatu bank dapat berdampak pada 
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pemangku kepentingan (stakeholders) bank, yaitu pemegang saham, karyawan, 
dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum. 
Pengaruh risk loss pada pemegang saham dan karyawan adalah langsung, 
sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian tidak langsung. Berikut 
akan diuraikan dampak potensial terhadap stakeholders dan ekonomi. 
1. Dampak terhadap Pemegang Saham 
Pengaruh risk loss terhadap pemegang saham antara lain: 
a. Penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap 
penurunan harga dan/atau penurunan keuntungan. Turunnya harga saham 
menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan 
pemegang saham. 
b. Hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai 
akibat dari turunnya keuntungan perusahaan. 
c. Kegagalan investasi yang telah dilakukan, hingga yang paling parah 
adalah kebangkrutan perusahaan yang melenyapkan nilai semua modal 
disetor. 
2. Dampak terhadap karyawan 
Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko (ris event) yang 
menimbulkan risk loss terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut 
dapat berupa: 
a. Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan 
kerugian. 
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b. Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan 
gaji. 
c. Pemutusan hubungan kerja. 
3. Dampak terhadap Nasabah 
Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. 
Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung dan tidak 
seketika dapat diidentifikasikan. Pengaruh risk event yang berlangsung secara 
berkelanjutan, pada gilirannya akan menimbulkan risk loss terhadap kelangsungan 
usaha bank itu sendiri. 
Konsekuensi risk loss yang berdampak terhadap nasabah bank, adalah: 
a. Merosotnya tingkat pelayanan 
b. Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan 
c. Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana 
d. Perubahan peraturan. 
4. Dampak terhadap Perekonomian 
Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank 
memiliki risiko yang melekat (inherent) secara sistematis. Risk loss yang terjadi 
pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang 
bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian 
secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko 
sistematik. 
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Risiko sistematik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank yang dapat 
merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak 
kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham. 
 
2.5 Risiko Pembiayaan 
Menurut Rivai dan Veithzal (2008: 633) risiko pembiayaan adalah risiko 
yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajiban. 
Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank 
seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan 
perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun trading book. 
Sedangkan menurut Wahyudi, dkk (2013: 90) Risiko pembiayaan sering kali 
dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian 
yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Debitur 
mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memenuhi kewajiban 
mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, 
risiko ini mencangkup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan 
yang seharusnya diperoleh oleh bank dan telah diperjanjikan diawal.  
Konsekuensi definisi menurut Wahyudi, dkk (2013:90) ini adalah risiko 
pembiayaan hanya berlaku untuk akad berbasis utang. Sedangkan akad berbasis 
syirkah, yakni mudharabah dan musyarakah, tidak dapat dimasukkan kedalam 
kategori risiko ini.Bank Indonesia, melalui PBI Nomor 13/23/PBI/2011, 
cenderung memilih untuk memasukkan risiko pembiayaan pada akad mudharabah 
dan musyarakah pada kelompok risiko investasi. 
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Menurut Rustam (2013: 259) Risiko investasi didefinisikan sebagai risiko 
yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis lain yang 
disebutkan dalam kontrak dan ikut serta dalam menyediakan dana untuk sharing 
modal dalam bisnis yang berisiko. Bank syariah memiliki risiko investasi pada 
kontrak mudharabah dan musyarakah. Bank syariah menggunakan instrument ini 
secara substansial berpengaruh terhadap pendapatan bank, likuiditas, dan risiko 
lain serta volatilitas pendapatan dan modal. 
Perbedaan utama dari risiko investasi mudharabah dan musyarakah adalah 
bahwa dalam pembiayaan mudharabah bila usaha yang dibiayai nasabah 
mengalami kerugian, maka bank syariah akan menanggung semua kerugian bank 
dan bank tidak bisa mewajibkan nasabah yang dibiayai untuk mengambil tindakan 
yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat kembalian sebagaimana yang 
diharapkan. Situasi ini tentu saja dapat dimanfaatkan pengguna dana. Kelemahan 
lain dari mudharabah bahwa nasabah sebagi pengguna dana memiliki 
kecenderungan untuk overstated (lebih menekankan) pengeluaran karena tingkat 
pengeluaran ini merupakan beban bank sementara pengembalian konsumsi 
ditangan perusahaan. 
Kondisi tersebut berbeda sekali dengan musyarakah dimana pengusaha juga 
memiliki modal yang dipertaruhkan. Kedua kontrak ini menggunakan instrument 
bagi hasil dengan demikian tidak memberikan kembalian tetap, tetapi secara 
eksplisit rawan terkena gangguan dalam peristiwa kerugian (gangguan modal). 
Menurut Greuning dan Iqbal (2011:152) menyatakan bahwa risiko investasi 
ini memiliki beberapa fitur berbeda: 
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1. Sifat investasi ekuitas memerlukan pengawasan yang mendalam untuk 
mengurangi asimetri informasi. Langkah-langkah ini termasuk pengungkapan 
keuangan yang benar, keterlibatan lebih dekat dengan proyek, transparansi dalam 
pelaporan, dan pengawasan pada semua tahap pelaksanaan proyek, dari penilaian 
sampai selesai. Oleh karena itu, bank syariah perlu memainkan peran aktif dalam 
pengawasan. 
2. Mudharabah dan musyarakah adalah perjanjian pembagian keuntungan dan 
kerugian serta menghadapi hilangnya modal walau dengan pengawasan yang 
memadai. Tingkat risiko relative lebih tinggi dibandingkan pada investasi lain, 
dan bank syariah harus sangat berhati-hati dalam mengevaluasi dan memilih 
proyek, untuk mengurangi potensi kerugian. 
3. Investasi ekuitas selain investasi pada pasar saham tidak memiliki pasar 
sekunder, yang mengakibatkan besarnya biaya untuk keluar lebih awal. Tidak 
likuidnya investasi tersebut dapat menyebabkan kerugian pada bank. 
4. Investasi ekuitas mungkin tidak memberikan pendapatan yang stabil, dan 
keuntungan modal mungkin satu-satunya pengembalian. Sifat tidak pasti dari arus 
kas membuatnya sulit untuk memperkirakan dan mengelolanya. 
 Tingkat risiko investasi ini sangat tinggi sehingga karakteristik risiko 
investasi ini harus menjadi pertimbangan dalam penilaian risiko. Risiko investasi 
ini harus diperhatikan kualitas mitra, jenis, dan aktivitas bisnis yang mendasarinya 
serta keberlangsungan operasional usaha. 
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2.6 Pembiayaan Mudharabah 
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013: 128) mudharabah berasal dari kata 
adharbhy fi ardhi yaitu bepergian untuk urusan dagang disebut juga qiradh yang 
berasal dari kata alqardhu yang berarti potongan, karena pemilik memotong 
sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. 
Menurut PSAK 105 Mendefinisikan  
 
“Mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana 
pihak pertama (pemilik dana/shahibul maal) menyediakan seluruh dana, 
sedangkan pihak kedua (pengelola dana/mudharib) bertindak selaku 
pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, 
sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana”. 
 
Akad mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana dan 
pengelola dana, dana sepenuhnya berasal dari pemilik dana sedangkan pengelola 
dan berkontribusi dalam kerja. Apabila terjadi keuntungan akan dibagi sesuai 
nisbah yang disepakati atas dasar realisasi keuntungan, sementara jika terjadi 
kerugian yang tidak diakibatkan karena kelalaian pengelola dana akan ditanggung 
sepenuhnya oleh pemilik dana sementara pengelola dana akan menanggung risiko 
nonfinansial. 
Menurut Ali (2008:35) pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang 
dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari 
suatu proyek/usaha tersebut, sementara nasabah sesuai dengan keahlian yang 
dimiliki akan menjalankan proyek tersebut dengan sebaik-baiknya dan 
bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank syariah dan nasabah 
menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase 
pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan 
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kesepakatan. Oleh karena itu, mudharabah dalam pelaksanaannya memuat akad 
kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul mal) dengan pelaksana proyek 
(mudharib), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan 
perjanjian yang dibuat. Dasar hukum yang dijadikan pedoman adalah Al-Quran 
Surah Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi: 
                   
                   
                 
                    
               
          
 
Artinya : Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri 
(sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau 
sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang 
bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah 
mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas 
waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu 
bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa 
akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang 
berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang 
yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah 
(bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan 
berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa 
saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh 
(balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang 
paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 
Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur’an ditemukan juga hadist 
Nabi Muhammad SAW yang artinya “diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa 
Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana kemitra usahanya 
24 
 
 
 
secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi 
lautan menjalani lembah yang berbahaya untuk membeli ternak. Jika menyalahi 
aturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, 
disampaikanlah syarat tersebut kepada Rasulullah, beliau membolehkannya” 
(Hadis Riwayat Tabrani). 
 
2.6.1 Jenis Akad Mudharabah 
Menurut Rivai dan Veithzal (2008:126) mudharabah terbagi atas 2 
jenis yaitu: 
a. Mudharabah Muthlaqah 
Mudharabah Muthlaqah adalah dimana pemilik dana (Shahibul mal) 
memberikan keleluasan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam 
menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik 
dan menguntungkan sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan syariah. 
b. Mudharabah Muqayyadah 
Mudharabah muqayyadah adalah pemilik dana memberikan batasan-
batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha 
yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebaginya. 
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2.6.2 Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Akad Mudharabah 
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013:132), rukun dan ketentuan 
mudharabah adalah sebagai berikut: 
1. Rukun Mudharabah 
Rukun mudharabah terdiri atas 4 (empat), yaitu: 
a. Pelaku, terdiri atas pemilik dana pengelola dana 
b. Objek mudharabah, berupa modal dan kerja 
c. Ijab kabul/ Serah Terima 
d. Nisbah Keuntungan 
2. Ketentuan syariah, adalah sebagai berikut: 
a. Pelaku 
1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh 
2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau 
dengan non muslim. 
3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha 
tetapi ia boleh mengawasi. 
b. Objek Mudharabah 
Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan 
dilakukannya akad mudharabah. 
1) Modal 
Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya 
(dinilai sebesar nilai wajar) harus jelas jumlah dan jenisnya. 
2) Modal harus tunai dan tidak utang.  
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3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat 
dibedakan dari keuntungan. 
4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan 
kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap 
pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana. 
5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal 
kepada orang lain dan apabila terjadi dianggap pelanggaran 
kecuali atas seizin pemilik dana. 
6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal 
menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak 
dilarang secara syariah. 
c. Kerja 
1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, 
keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. 
2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi 
oleh pemilik dana. 
3) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. 
4) Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam 
kontrak. 
5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau 
melaksanakan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana 
sudah menerima modal dan pengelola dana berhak mendapatkan 
imbalan/ganti rugi/ upah. 
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d. Ijab Kabul 
Ijab kabul adalah penyataan dan ekpresi saling rida/rela diantara 
pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui 
korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
e. Nisbah keuntungan 
1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian 
keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh 
kedua pihak yang ber mudharabah atas keuntungan yang diperoleh. 
Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya sedangkan 
pemilik dana mendapat imbalan penyertaan modalnya. Nisbah 
keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah 
yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah 
pihak mengenai cara pembagian keuntungan. 
2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah 
pihak. 
3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan 
dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat 
menimbulkan riba. 
 
2.7 Pembiayaan Musyarakah 
Pembiayaan musyarakah menurut Ali (2008: 34) adalah pembiayaan yang 
dilakukan oleh pihak bank syariah dan atau bank muamalah untuk membiayai 
suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank. Nasabah dapat mengajukan 
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proposal kepada bank syariah dan/atau bank muamalah untuk mendanai suatu 
proyek atau usaha tertentu dan kemudian disepakati berapa modal dari bank dan 
berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-
masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari 
proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, 
musyarakah adalah perjanjian (aqad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu 
usaha tertentu yaitu masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan 
kesepakatan bila terdapat keuntungan. Namun, bila terjadi kerugian maka masing-
masing pihak mendapat margin dalam bentuk menanggung risiko  
Dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pembiayaan Musyarakah ini 
adalah (QS An-nissa: 12) dan (QS Shaad :24). 
QS. An-nissa: 12, berbunyi: 
         
         
              
         
                
               
 
Artinya : dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu 
itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai 
anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
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perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua 
jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu 
lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)
[274]
.(Allah 
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari 
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. 
 
Surah Shaad: 24 yang berbunyi: 
                     
                   
        
 
Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. 
dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat 
sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; 
Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 
bertaubat. 
 
Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur’an, ditemukan juga dasar 
hukum yang bersumber dari hadist nabi yang artinya : “ Aku (Allah) adalah pihak 
ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya 
tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya 
maka Aku keluar dari keduanya” (HR. Abu Dawud dan Al-hakim dari Abu 
Hurairah). 
Kemudian dijelaskan lagi dalam HR. Muslim, yang artinya pertolongan 
Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat , sepanjang keduanya tidak saling 
berkhianat”. 
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2.7.1 Jenis akad musyarakah  
a. Syirkah Al Milkn mengandung arti kepemilikan bersama yang 
keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh 
kepemilikan bersama atas suatu kekayaan (asset), misalnya, dua orang atau 
lebih menerima warisan / hibah/ wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan 
atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat di bagi-bagi. Untuk 
tetap menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan keputusan yang 
menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan semua mitra. 
Dengan kata lain, seseorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan 
harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan.  
b. Syirkah Al‟uqud (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan 
kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan 
tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/dana atau dengan 
bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian.  Syirkah jenis ini dapat 
dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang 
bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerjasama 
investasi dalam berbagi untung dan risiko. Berbeda dengan syirkah al milk, 
dalam kerjasama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari 
pihak lainnya syirkah Al „uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut: 
1) Syirkah Abdan 
Syirkah Abdan (syirkah fisik), disebut juga syirkah a‟mal (syirkah 
kerja) atau syirkah shanaa‟I (syirkah para tukang) atau syirkah taqabbul 
(syirkah penerimaan). Syirkah Abdan adalah bentuk kerja sama antara dua 
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pihak atau lebih dari kalangan pekerjaan/professional dimana mereka 
sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi sesuai 
penghasilan yang terima. 
2) Syirkah Wujuh 
Syirkah Wujuh adalah kerja sama antara dua pihak yang mana masing-
masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. 
3) Syirkah „Inan 
Syirkah „Inan ( negosiasi ) adalah bentuk kerja sama dimana posisi dan 
komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik 
dalam modal maupun pekerjaan.  
4) Syirkah mufawwadhah 
Syirkah mufawwadhah adalah bentuk kerja sama di mana posisi dan 
komposis pihak – pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam 
hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. 
 
2.7.2 Rukun dan ketentuan Syariah dalam Akad Musyarakah 
Menurut Nurhayati dan Wasilah (2013: 155-157) prinsip dasar yang 
dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip kemitraan dan kerja sama 
antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. 
Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah  atau rukun 
musyarakah  ada empat, yaitu: 
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1. Rukun mudharabah terdiri atas 4 (empat), yaitu: 
a.  Pelaku terdiri atas para mitra 
b. Objek musyarakah berupa modal dan kerja 
c.  Ijab kabul/serah terima 
d. Nisbah keuntungan 
2. Ketentuan Syariah: 
a.  Pelaku: para mitra harus cakap hukum dan baligh 
b. Objek Musyarakah 
Objek musyarakah merupakan suatu konsekuensi dengan 
dilakukannya akad musyarakah yaitu harus ada modal dan kerja. 
1) Modal 
a) Modal yang diberikan harus tunai. 
b) Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, 
perak, aset perdagangan, aset tidak berwujud seperti 
lisensi, hak paten, dan sebagainya. 
c) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk non kas, 
maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan 
harus disepakati bersama. 
d) Modal yang diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur. 
Tidak dibolehkannya pemisahan modal dari masing-
masing pihak untuk kepentingan khusus. 
e) Dalam kondisi normal, setiap mitra memiliki hak untuk 
mengelola aset kemitraan. 
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f)  Mitra tidak boleh meminjam uang atas nama usaha 
musyarakah, demikian juga meminjamkan uang kepada 
pihak ketiga dari modal musyarakah, menyumbangkan 
atau menghadiahkan barang tersebut. 
g) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau 
menginvestasikan modal itu untuk kepentingan sendiri. 
h) Pada prinsipnya pada musyarakah tidak boleh ada 
penjaminan modal, seorang mitra tidak bisa menjamin 
modal mitra lainnya, karena musyarakah didasarkan 
prinsip al ghunmu bi al ghurmi, yaitu hak untuk 
mendapat keuntungan berhubungan dengan risiko yang 
diterima. 
i)   Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk 
membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh 
syariah. 
2) Kerja 
a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar 
pelaksanaan musyarakah. 
b) Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mitra 
menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam 
kemitraan tersebut. 
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c) Meskipun porsi kerja satu mitra dengan mitra lainnya 
tidak harus sama. Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak 
boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar. 
d) Setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau mewakili 
mitranya. 
e) Para mitra harus menjalankan usahanya sesuai dengan 
syariah. 
f)  Seorang mitra yang melaksanakan pekerjaan diluar 
wilayah tugas yang ia sepakati, berhak memperkerjakan 
orang lain untuk menangani pekerjaan tersebut. Jika ia 
sendiri yang melakukan pekerjaan itu, ia berhak 
menerima upah yang sama dengan yang dibayar untuk 
pekerjaan itu ditempat lain, karena biaya pekerjaan itu 
merupakan tanggung jawab musyarakah. 
g) Jika seorang mitra memperkerjakan pekerja lain untuk 
melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang 
timbul harus ditanggungnya sendiri. 
c.  Ijab Kabul 
Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela 
diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, 
tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara 
komunikasi modern. 
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d. Nisbah 
1) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus 
disepakati oleh para mitra di awal akad, sehingga risiko 
perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan. 
2) Perubahan nisbah harus didasarkan kesepakan kedua belah 
pihak. 
3) Keuntungan harus dikuantifikasi dan ditentukan dasar 
perhitungan keuntungan tersebut misalnya bagi hasil atau bagi 
laba. 
4) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai 
proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi 
keuntungan. 
5) Mitra tidak boleh menentukan bagian keuntungannya sendiri 
dengan menyatakan nilai nominal tertentu, karena hal ini sama 
dengan riba dan dapat melanggar prinsip keadilan dan prinsip 
untung muncul bersama risiko ( al ghunmu bi al ghurmi). 
6) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun 
diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga 
bila disepakati. Misalnya, untuk organisasi kemanusiaan tertentu 
atau untuk cadangan (reserve). 
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2.8 Pengembalian pembiayaan 
Pengertian pengembalian kredit (kolektibilitas) menurut Thomas, dkk. 
(2007:123) dalam jurnal Saputra, arifin dan zahroh (2015: 4) Kolektibilitas adalah 
keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah 
serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam 
surat-surat berharga atau penanaman lainnya. 
Sedangkan menurut Greuning dan Iqbal (2011: 151) risiko tingkat 
pengembalian berasal dari ketidakpastian dalam tingkat pengembalian yang 
diterima oleh bank syariah atas aset mereka. Ketidakpastian ini dapat 
menyebabkan perbedaan dari harapan pemegang akun investasi disisi liabilitas. 
Makin besar perbedaan itu, makin besar juga risiko tingkat pengembalian. 
Menurut Rivai dan Veithzal (2008: 33-37), unsur utama dalam menentukan 
kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran 
maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas: 
Tabel 2.2 
Kualitas Pembiayaan 
No Kualitas Pembiayaan Kriteria 
1.  
Lancar 
Pembiayaan angsuran pokok dan bagi hsil 
tepat waktu; dan 
1.  
Perhatian Khusus 
Terdapat tunggakan angsuran pokok dan 
bagi hasil yang melampaui 90 hari 
2.  
Kurang lancar 
Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang 
diperjanjikan lebih dari 90 hari 
3.  Diragukan Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari; 
4.  
Macet 
Terdapat tunggakan angsuran pokok dan 
bagi hasil dan dari segi hukum maupun 
kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan 
pada nilai wajar 
Sumber : Rivai dan Veithzal (2008) 
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2.9 Nasabah 
Pengertian nasabah menurut UU RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan 
sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 
16 : 
“Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank” 
Berdasarkan pengertian tersebut menurut UU. No.10 tahun 1998 pasal 1 
nasabah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 
Pasal 1 ayat 17 menyatakan bahwa  
“Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank 
dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 
bersangkutan” 
 
Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa  
“Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan 
itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan” 
  
Menurut Veithzal dan Rivai (2008: 348-352) dalam pemberian pembiayaan 
pembiayaan kepada nasabah, bank perlu memperhatikan prinsip 6 C’s. keenam 
pinsip klasik tersebut adalah: 
 
1. Character 
Character adalah keadaan watak atau sifat customer, baik dalam kehidupan 
pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap 
karakter ini adalah untuk mnegetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan 
customer untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay) sesuai dengan 
perjanjian yang telah ditetapkan.  
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Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang 
mendasari seuatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank, bahwa si 
peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan 
kooperatif. Disamping itu, mempunyai rasa tanggung jawab, baik dalam 
kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat, 
maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. 
2. Capital 
Capital adalah sejumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon 
mudharib. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi 
kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih 
yakin memberikan pembiayaan. 
3. Capacity 
Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam 
menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari 
penilaian ini adalah untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon 
mudharib mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya (ability to pay) 
secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.  
4. Collateral 
Collateral adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap 
pembiayaan yang diterimanya. Collateral harus dinilai oleh bank untuk 
mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial mudharib kepada bank. 
Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status 
hukumnya. 
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5. Condition of Economy 
Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan 
budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu 
saat memengaruhi kelancaran perusahaan calom mudhrib. 
6. Constraints 
Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu 
bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya, pendirian suatu usaha 
pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakan batu 
bara. 
Dari keenam prinsip diatas yang paling perlu mendapatkan perhatian Account 
Officer adalah character, dan apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka prinsip 
lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain, permohonannya harus ditolak. 
 
2.10 Penelitian Terdahulu 
Adapun yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian dari 
Saputra, Arifin dan Zahron tahun 2015 dengan judul Analisis Risiko Pembiayaan 
Musyarakah Terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Study pada PT. BPR 
Syariah Bumi Rinjani Probolinggo). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
terdahulu adalah pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel pembiayaan 
mudharabah, dan mengganti subjek penelitian yaitu kantor pusat PT Bank BRI 
Syariah serta tahun penelitian yang berbeda yaitu dari tahun 2011-2015. 
Tabel 2.3 menampilkan penelitian terdahulu mengenai risiko pembiayaan 
sebagai berikut: 
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Table 2.3 
Penelitian Terdahulu 
No Nama Judul Hasil 
1. 1. Cici 
Paramita 
(2014) 
Analisis Manajemen 
Risiko Pembiayaan 
Pada Bank Muamalat 
Indonesia Cabang Solo 
1. Prosedur pelaksanaan 
pembiayaan di Bank Muamalat 
melalui beberapa tahapan, yaitu 
melakukan pengumpulan dan 
verifikasi data, membuat surat 
permohonan pembiayaan dengan 
memeriksa kelayakan calon 
nasabah melalui BI checking, 
taksasi, dan analisa yuridis. 
Kemudian menunggu keputusan 
dari komite pembiayaan, 
pengikatan dengan 
penandatanganan akad, setelah 
semua proses selesai akan 
dilakukan pencairan dana.  
2. Penyebab timbulnya risiko 
berasal dari kesalahan nasabah 
yaitu dari nasabah tidak mampu 
membayar kewajibannya baik 
disengaja maupun tidak disengaja 
kemudian adanya faktor eksternal 
seperti kondisi perekonomian dan 
bencana alam.  
3. Proses Pengelolaan risiko 
dilakukan dengan mekakukan 
penagihan secara intensif, 
memberi teguran pada nasabah, 
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melakukan proses revitalisasi, 
dan penyelesaian dengan 
jaminan. 
2.  
2.  
Dheni 
Mahardika 
Saputra, 
Zainul 
Arifin, 
Zahron 
(2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Risiko 
Pembiayaan 
Musyarakah Terhadap 
Pengembalian 
Pembiayaan Nasabah 
(Study pada PT. BPR 
Syariah Bumi Rinjani 
Probolinggo) 
1. Risiko pembiayaan musyarakah 
mengalami fluktuasi, namun 
mengalami penurunan setiap 
tahunnya disebabkan terjadi 
penurunan jumlah pembiayaan. 
Tingkat pengembalian 
pembiayaan musyarakah masih 
dikatakan kurang baik pada tahun 
2008, 2009, 2010, hal ini 
dikarenakan rendahnya tingkat 
pengembalian pembiayaan 
musyarakah yang dihubungkan 
dengan Non Performing 
Financing (NPF) . Pada Tahun 
2011 dan tahun 2012 tingkat 
pembiayaan dikatakan baik 
karena tingginya tingkat 
pengembalian pembiayaan 
musyarakah dihubungkan dengan 
Non Performing Financing 
(NPF). 
3. 3.  Kiswati 
(2015) 
 
 
 
Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Tingkat Pengembalian 
Pembiayaan 
Mudharabah 
1. Tingkat pendidikan berpengaruh 
secara signifikan terhadap tingkat 
pengembalian pembiayaan 
mudharabah pada BMT Fastabiq 
Cabang Batangan Pati; jumlah 
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tanggungan keluarga 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap tingkat pengembalian 
pembiayaan mudharabah pada 
BMT Fastabiq Cabang Batangan 
Pati; omzet usaha berpengaruh 
secara signifikan terhadap tingkat 
pengembalian pembiayaan 
Mudharabah pada BMT Fastabiq 
Cabang Batangan Pati; dan lama 
usaha berpengaruh secara 
signifikan terhadap tingkat 
pengembalian pembiayaan 
Mudharabah pada BMT Fastabiq 
Cabang Batangan Pati. 
Sumber : Jurnal penelitian 
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2.11 Kerangka Pemikiran 
Dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 
menjelaskan bahwa  
“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak 
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana 
untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”. 
 
Adanya pembiayaan yang diberikan bank syariah mengakibatkan adanya 
pengembalian atas pembiayaan tersebut, yang mana pengembalian pembiayaan 
rentan terhadap adanya pembiayaan bermasalah. Artinya adalah setiap 
pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah pasti memiliki risiko. 
Dari penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
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